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Penelitian ini dilatar belakangi tentang wali nikah yang tidak bisa berhadir
ke pernikahan anaknya, alasannya sedang isolasi karena penyakit menular di
Rumah Sakit, tidak dapat dihadirkan/ ditemui menyangkut prosedur Rumah Sakit.
karena waktu dan hari pernikahan sudah ditentukan dan semakin dekat. Mengenai
masalah tersebut terjadi perbedaan pendapat beberapa Kepala KUA mengenai
permasalahan ini. Wali nikah merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi,
jika tidak ada wali nikah atau wali nikah tidak benar maka akan berpengaruh
dengan keabsahan nikah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui beberapa
pendapat Kepala KUA Kabupaten Banjar dalam menanggapi persoalan wali nikah
yang di isolasi.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris berupa penelitian lapangan
(field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digali
berkenaan dengan pendapat, subjek penelitian ini adalah 5 informan Kepala KUA
Kabupaten Banjar. Penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung
menemui informan untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penulis
menggunakan teknik wawancara. Setelah data terkumpul, kemudian diolah
dengan teknik editing, klasifikasi dan matrik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan pendapat tentang
wali nikah yang di isolasi karena penyakit menular. Ada tiga variasi pendapat.
Pertama pendapat informan 2 dan 5, Taukil Wali Bil Kitabah. Kedua pendapat
informan 1 dan 4, Taukil Wali Bil Kitabah dan Wali Hakim. Ketiga pendapat
informan 3, Wali Hakim dan Taukil Wali Bil Kitabah. Pendapat yang tepat adalah
mengikuti PMA No 20 Tahun 2019 Pasal 12 adalah Taukil Wali Bil Kitabah, dari
ijtihad para Kepala KUA Taukil yang tidak sesuai dengan PMA, akan tetapi yang
secara jelas maksud dan tujuannya sama hanya saja teknisnya yang berbeda.
Sedangkan jika Wali Hakim, alasannya di giyaskan dengan wali nikah yang
sedang berada dalam tahanan sebagaimana di atur dalam PMA No 20 Tahun 2019
Pasal 13 ayat (6).





